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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR ¥ TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3.A TAHUN
2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa ketentuan protokoler dan keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Momor
8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bekasi yang teknis pelaksanaannya perlu ditetapkan
melalui Peraturan Bupati:

b. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Momor 3 Tahun 2006 yang semula telah ditetapkan melalui
Peraturan Bupati Bekasi MNomor 3.A Tahun 2006 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir melalui Peraturan Bupati
Bekasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 pelaksanaannya
petlu diubah dan disesuaikan kembali;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b di atas,
perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan
Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
{Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang MNomor 4 Tahun 1963 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan  Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 2851);
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Menaingat :



S S Tahun 2010 tentang Keprotokoian
~=ToaEr N =pubik. Indonesia Tahun 2010 Nomor 175,

FamEen Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

Uhsaee-Usdang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

MEaSeS (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomer 47, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia

Nomor 4285);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4355),

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomar 125, Tambahan Lembaran Megara BRepublik Indonesia
Momor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4438);

7. Undang-Undang Nemor 27 Tahun 2009 tentang Majells
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5043);

8. Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan  Pemerintah Momor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4578);

11, Peraturan Pemerintah Nomar 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran
MNegara Republik Indomesia Tahun 2007 MNomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737%:




subiik ndioresia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Mecara Bepublik Indonesia Nomor 5104):

‘ﬂ-ﬁlﬁh‘l Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Menetapkan :

141

1.

16.

17.

Pedoman Penoelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberaps kall diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negen Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Padoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Momor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagl Pejabat Negara, Pegawai
MNegeri, dan Pegawai Tidak Tetap,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PME.02/2013 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomar 3
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan  Keuangan Pimpinan dan  Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2007 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Momor 1);

MEMUTUSKAN :

FPERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN KETUIUH
ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3.A TAHUN 2006
TENTANG PETUMNIUK PELAKSAMAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG  KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN  KEUANGAM
FIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Momaor 34 Tahun 2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasl Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupsten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2006 Nomor 2 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan
Keenam Atas Peraturan Bupati Bekasi Momor 34 Tahun 2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor § Tahun 2004 tentang
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Pasal 8

(1) Kunjunagan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang
DPRD dilaksanakan di dalam dan di luar Kabupaten dan keluar Provinsi
hanya untuk hal-hal penting dan mendesak.

(2} Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD dalam rangka study banding
keluar Provinsi ditetapkan sebagai berikut |

Badan Musyawarah dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 2

{dua) kali per tahun.

Badan Angoaran dapat melaksanakan kunjungan kerfa maksimal 2

{dua) kali per tahun.

Badan Legislasi dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1

(satu) kali per tahun.

Badan Kehormatan dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1

(satu) kali per tahun.

Komisi-komisi dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1

{satu) kali per tahun.

(3) Pelaksanaan perjalanan dinas study banding kepada yang bersangkutan
dapat diberikan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

(4 a. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Bekasi diberikan biaya

perjalanan dinas sebagai berikut :

d.

Mo, Kecamatan Satuan Biaya Perjalanan
(1) (2) (3) (4}
1 | Cikarang Pusat OH Rp 115.000
2 | Cikarang Timur OH Rp 135,000
3 | Cikarang Selatan OH Rp 145.000
4 | Cikarang Utara OH Rp 150.000
5 | Cikarang Barat OH Pe 155,000
& | Serang Baru OH Rp 150.000
7 | Bojongmangu OH Rp 150.000
8 | Cibarusah OH Rp 165.000
9 | Kedungwaringin OH Rp 165.000
| 10 | Karang Bahagia OH Rp 170.000
| 11 | Tambun Selatan OH Rp 160.000
| 12 | Setu OH Rp 165.000
| 13 | Cibitung OH Rp 170.000




L Rp 155.000

oH Rp 200.000

OH Rp 190.000

OH Rp 175.000

| OH Rp 185.000

OH Rp 220.000

21 | Babelan I o Rp 225.000
22 | Cabangbungin |  OM Rp 265.000
23 | Muaragembong | OH Rp 270,000

Perjalanan dinas wilayah kota Bekasi dam Kabupaten Karawang
diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 200.000,- forang/hari.
Perjalanan dinas di Luar Kabupaten Bekasi untuk wilayah di dalam
Propinsi Jawa Barat, Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Banten, dapat
diberikan:

- Biaya Transport (8¢ cost) sebagai berikut :

a).
b,

c).

d).

e).

Provins: DKI Jakarta, Kabupaten Purwakarta dan Kota Depok
sebesar Rp. 200.000,- jorang/harl.

Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Provinsi Banten sebesar
Rp. 300.000,- forang/hari.

Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung
Barat, Kabupaten Subang, Kota Cimahi dan Kabupaten Cianjur
sebesar Rp. 400.000,-/orang/hari.

Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten
Garut, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten
Majalengka, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi sebesar

Rp. 500.000,-forang/han,

Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kota
Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran sebesar
Rp. 700.000,-/orang/hari.

- Uang Harlan {/umpsum) sebagal berikut :

a).
b).
c).

Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 530.000,-/orang/hari.
Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 430.000,-/orang/hari.

Pravinsi Banten sebesar Rp. 370.000,-/orang/hari,

- Uang Representasi ( Lampswm) sebesar Rp. 250.000,- fhari;

- Biaya Penginapan { a¢ cost) sebagai berikut ;

al.

b).

Provinsi DKI Jakarta
- Pimpinan DPRD sebesar Rp. B.720.000,-/kamar/hari.
- Anggota DPRD sebesar Rp. 1.000.000,-/kamar/hari,

Provinsi Jawa Barat :
- Pimpinan DPRD sebesar Rp. 3.664.000,-/kamar/hari.
- Anggota DPRD sebesar Rp. 1.753.000 - /kamar/hari.




besar Rp. 1.430.000,-/kamar/hari,
Dinas di Luar Kabupaten Bekasi, wilayah di luar
rat mmm :Ian Provinsi Banten diberikan sesuai

"Bﬁa‘m BTnas Luar Kal:rupater‘l Beikasu untuk daerah di luar
Propinst Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Barten dapat diberikan:

= Biaya transport (af cosf) meliputi antara lain:
o Biaya BBM, tol, parkir
o Biaya transportasi menuju dan dari bandara (af cost)
0 Biaya taksi
o Biaya Tiket Pesawat/ Kapal Laut/ Kereta Api/ Bis/ Travel
- Biaya retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/
pelabuhan keberangkatan dan kepulangan (&t cosf);
= Uang harian {fumposwm); dan/atau
- Uang representasi (Jumpsum) sebesar Rp. 250.000,-/hari:
- Biaya penginapan (at cost);

Klasifikasi biaya Taksi, Tiket Pesawat/ Kapal Laut/ Kereta Api/ Bis/
Travel, uang harian dan penginapan adalah sebagai berikut

d.1. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam MNegeri

No. Provinsi Satuan = Biaya Taksi
(Rp.)

1. | Aceh Kall 95.000,-
2. | Sumatera Utara Kal 232.000,-
3. |Riau Kali 70.000,-
4. | Kepulauan Riau el 06.000,-
- 5. | Jambi Kali 60,000,-
6. | Sumatera Barat Pl 151.000,-
7. | Sumatera Selatan Kali 90,000, -
8. |Lampung el 123.000,-
9. |Bengkulu Kali 80.000,-
10. | Bargka Belitung Kali 60.000,-
11. | Banten Kali | 306.000.-
12. | Jawa Barat kall 60.000,-
13. | DKI Jakarta Pl 170.000,-




148.000,-
116.000,-
213.000,-
1¢ ‘Nusa Tenggara Timur 72.000,-
20, | Kalimantan Barat Kal 107.000,-
21, | Kalimantan Tengah Kali B0.000,-
22. | Kalimantan Selatan Kali 97.000,-
23. | Kalimantan Timur Kal 353.000,-
24, | Kalimantan Utara 2l 353.000,-
25. | Sulawesi Utara kali 110.000,-
26. | Gorontalo Kal 115.000,-
27 | Sulawesi Barat el 217.000,-
28. | Sulawesi Selatan Kall 128.000,-
29. | Sulawesi Tengah il 60.000,-
30. | Sulawesi Tenggara Kall 131.000,-
31, | Maluku Kali 171.000;-
32. | Maluku Utara =i 174.000,-
33. |Papua Kali 354.000,-
34, | Papua Barat K 130.000,-
d.2. Easilitas Transpar Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
MODA TRANSPORTASI
No. PELAKSANA | PESAWAT | KAPAL | KERETA | LAINNYA
SPD u_nn.n.n LAUT APLfBUS
1. | Pimpinan DPRD | Bisnis ViP | Spesial [ | Sesuai
Kelas | Eksekutif | kenyataan
2. | Anggota DPRD | Ekonomi -:fi'las Eksekutif | Sesuai
1B kenyataan

d.3. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan

Anggota DRPRD




stera Utara o 370.000,-
| Riau OH 370.000,-
4. | Kepulauan Riau CH 370.000,-
5, | Jambi CH 370.000,-
6. | Sumatera Barat OH 380.000,-
7. | Sumatera Selatan G 380.000,-
8. | Lampung O 380.000,-
9. | Bengkulu CH 380,000,
10. | Bangka Belitung OH 410.000,-
11. | Banten OH 370.000,-
12. | Jawa Barat O 430.000,-
13. | DKI Jakarta OH 530.000,-
14. | Jawa Tengah Ok 370.000,-
15. | D.I Yogyakarta OH 420.000,-
16. | Jawa Timur Gh 410.000,-
17. | Bali OH 480.000,-
18. | Nusa Tenggara Barat OH 440.000,-
19, | Nusa Tenggara Timur OH 430.000,-
20. | Kalimantan Barat OH 380.000,-
21. | Kalimantan Tengah OH 360.000,-
22. | Kalimantan Selatan OH. 380.000,-
23. | Kalimantan Timur OH 430.000,-
24, | Kallmantan Utara OH 430.000,-
25, | Sulawesi Utara OH 370.000,-
26. | Gorontalo i 370.000,-
27 | Sulawesi Barat OH 410.000,-
28, | Sulawesi Salatan OH 430.000 -
29, | Sulawesi Tengah OH 370.000,-
30. | Sulawesi Tenggara OH 380.000,-
31. | Maluku OH 380.000,- |




o Provinsi Satuan | Pimpinan Anggota
DFRD DPRD
(Rp.) (Rp.}
i. | Aceh KH A4,420,000,- | 1,308.000,-
2. | Sumatera Utara g 4,960.000,- 1,206,000,
3. |Riau oy 3,817,000, | 1168000
4. | Kepulauan Riau KH | 3410000 | 930000~
5. | Jambi KH 4.000.000,- 1.030.000,-
6. | Sumatera Barat KH 4.240.000,- 1,144.000,-
7. | Sumatera Selatan K 4.680.000,- 1.228.000,-
8. Lamrjun_g KH 3.960.000,- 1.2959.000,-
9. | Bengkulu Al 1.300.000,- | 720-000-
10. | Bangka Belitung KH 2.858.000,- | 1-150.000,-
11. | Banten K 3.808.000,- | 1-430.000,-
12, | Jawa Barat Kl 3.664.000,- | 1793000,
13. | DKI Jakarts KH | a720000,- | 1000800~
14, | Jawa Tengah KH 4 146,000, | 1492:000,-
15, | D.1 Yogyakarta KH 4.620.000,- 1.248.000-
16. | Jawa Timur b 4.400.000,- 1.359.000,-
17, | Bali KH a,881.000,- | 1-510-000~
18. | Musa Tenggara Barat KH 3.429.000,- 1.222.000,-
19, |nisaTenggaraTigr | 7 | 3.000.000, | 1000000
20. | Kalimantan Barat kH 2,400,000, | 1-130.000,-
21. | Kalimantan Tengah KH 3.000.000,- | 1-596-000;-
22, | Kalimantan Selatan e AN DAR,| B3O
23. | Kalimantan Timur i | 400005, | “958000
24, | Kalimantan Utara K1 | 400008 11SS000:
25. | Sulawesi Utara KH 3.200.000,- | 1-553.000,
26. | Gorontalo iy 1.320.000, | 1010000,




; B amog,- | WIBON

Lo 2.030.000,- 1.298.000,-

- KH 1 550,000, | 1:070.000,

| Mol KA | 3.000.000, 1.030.000,-
32, | Maluke Utara KH | 3190.000,- | 1522000

5. | Papus KA | 2 ss0.00p,- | 1200

34. | Papua Barat i 2 g iy, | dmeRl
Dalam mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan

bukti pengeluaran yang sah (at-cost).

e, Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Workshop,
Bintek, Diklat, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Orientasi, Sarasehan,
Asosiasi DPRD, Outbond dan sejenisnya yang pelaksanaannya
diselenggarakan oleh pihak penyelenggara atau Rapat Kerja DPRD
yang diselenggarakan di hotel diberikan biaya transportasi, uang
harian, dan uang representas perjalanan dinas sebagai berikut ;
g1, Uang transport diberikan 1 (satu) kali untuk setiap event

kegiatan di wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan
Provinsi Banten yang besarannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf ¢ atau biaya transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf d untuk setiap event kegiatan diluar wilayah
Provins! Jawa Barat, DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

e.2. Uang harlan paket Fulboard Fulioa)y sebagal berikut ©

MNo. Provinsi Satuan Luar Kota
(Rp.}

1. | Aceh OH 120.000,-
2. | Sumatera Utara OH 130,000,
3. | Riau OH 120.000,-
4. | Kepulauan Riau Or 130.000,-
5. | Jambi OH 130,000,
6. |Sumatera Barat i 120,000,
7. | Sumatera Selatan OH 120.000,-
8. | Lampung ot 130.000,-
9. | Bengkulu OH 130,000, -
10. | Bangka Belitung OH 130.000,-

e |




on 150.000;-

- --";;I. : At 180.000,-
| avea Tengah = 130.000,-
15, | DI Yogyakarta ki 140.000,-

16. | Jawa Timur OH 140.000, -

17. | Bali CH 160.000,-

18. | Nusa Tenggara Barat OH 150,000,-

19. | Nusa Tenggara Timur 2 140.000,-

20. | Kalimantan Barat OH 130.000,-

21. | Kalimantan Tengah CH 120.000,-

22. | Kalimantan Selatan i 130.000,-

23. | Kalimantan Timur o 150.000,-

24, | Kalimantan Utara OH 150.000,- |

25, | Sulawesi Utara CH 130.000,-

26. | Gorontalo oA 130.000,-

27 | Sulawesi Barat OH 120.000,-

28. | Sulawesi Selatan OH 150.000,-

29. | Sulawesi Tengah CH 130.000,-

30. | Sulawesi Tenggara L 130.000,-

31. | Maluku OH 120.000,- |

32. | Maluku Utara OH 130.000,-

. 33. | Papua OH 200.000,-
| 34. | Papua Barat W 160.000,-

e.3. Uang representasi sebesar Rp. 250.000;-/hari.

2. Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 8 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Bekasi berikut perubahannya.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.
Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 2R.Jamisri 2074 "o
/é’ BUPATI BEKAST /A&

fd’ ¢ ff EHEMSANAH YASIN



